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KATA PENGANTAR
Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, regulasi di atas mengamanatkan setiap daerah agar melakukan pengelolaan sampah dan menyusun peraturan daerah sebagai payung hukum pengelolaan sampah di daerah. Oleh karena itu disusunlah Naskah Akademik tentang Raperda Pengelolaan Sampah. Selain itu dalam usaha pengelolaan sampah juga dibutuhkan dana atau anggaran yang tidak sedikit, sehingga diperlukan juga penyesuaian pengaturan mengenai retribusi persampahan. 

Dengan tersusunnya Naskah Akademik ini dapat menjadi landasan atau acuan dalam penyusunan Draf Raperda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kebumen. Pengelolaan sampah perlu diperbaharui sesuai dengan regulasi terbaru tentang persampahan dan seiring dengan perkembangan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. 

Kebumen, 25 Juli 2022
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BAB I

PENDAHULUAN

A.
Latar Belakang

Permasalahan sampah di Indonesia seolah belum pernah terlihat ujungnya.Selain mencemari lingkungan, ternyata persoalan sampah juga mengancam target nol emisi. Berdasarkan data Indonesia National Plastic Action Partneship yang dirilis April 2020, sebanyak 67,2 juta ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap tahunnya, dan 9 persennya atau sekitar 620 ribu ton masuk ke sungai, danau dan laut. Di Indonesia diperkirakan sebanyak 85.000 ton sampah dihasilkan per harinya, dengan perkiraan kenaikan jumlah mencapai 150.000 ton per hari pada tahun 2025.Jumlah ini didominasi oleh sampah yang berasal dari rumah tangga, yang berkisar antara 60 hingga 75 persen.

Ironisnya, penumpukan ini diperkirakan akan bertambah dua kali lipat pada tahun 2050. Kenaikan dua kali lipat ini sangat mungkin terjadi apabila tidak ada kebijakan tegas untuk sampah plastik yang berakibat pada pencemaran ekosistem dan lingkungan.Seperti diketahui, dampak dari persoalan sampah terhadap lingkungan ini sangatlah jelas. Mulai dari pencemaran laut, pencemaran sungai, menghambat proses air tanah, pencemaran tanah dan membuat air serta tanah menjadi tidak sehat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tidak hanya itu, saat sampah berada di darata dan kemudian dibakar, banyak yang tidak menyadarinya bahwa hal itu ternyata juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang baru. Masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan penuh sampah ini juga secara langsung akan terdampak seperti lingkungan kotor, polusi sampah, yang bisa memicu terjadinya masalah kesehatan salah satunya yang paling mendominasi adalah gangguan pernapasan. Serta, dampak berupa bencana hidrometeorologi juga bisa terjadi akibat penumpukan sampah ini. Gas metana yang dihasilkan dari sampah organik tidak terkelola akan meningkatkan terjadinya pemanasan global (global warning).Saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan target strategis untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke lautan sebesar 70 persen di tahun 2025.

Persoalan pengelolaan sampah juga dialami oleh pemerintah Kabupaten Kebumen.Meski sadar dampak sampah dapat sangat berbahaya, namun pengelolaan sampah masih menunai banyak kendala.Selain faktor Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya kesadaran masyarakat, persepsi tidak ekonomis, sarana dan prasarana terbatas, faktor penegakan hukum lemah juga menjadi salah satunya.Beberapa yang menjadi masalah yakni fasilitas publik kotor dan kumuh, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap sampah di lingkungannya dan Kebumen yang gagal meraih Adipura.

Kabupaten Kebumen telah memiliki peraturan yang mengatur sampah, yakni Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah  (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pada Perbup telah dijelaskan terkait dengan penanganan sampah, antara lain seperti pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Ini dilaksanakan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.Namun demikian peraturan ini belum berjalan secara efektif, sehingga belum mampu menyelesaikan persoalan penanganan sampah di Kabupeten Kebumen hingga saat ini.

Tim Survei dari Dewan Riset Daerah
 Kabupaten Kebumen pernah memberikan beberapa saran. Ini meliputi penegakan Perda dan Perbup meliputi pengelolaan dan sanksi hukum. Kebijakan pro sampah misalnya pembatasan penggunaan kantong plastik untuk belanja dan kantin sekolah/madrasah dan pendidikan masyarakat. Selain itu pentingnya membangun kemitraan, keteladanan para pengangku kebijakan dan para tokoh serta penembahan staff dan anggaran.

Persoalan sampah merupakan masalah besar dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengatasinya, antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Jumlah sampah dan jenis sampai semakin berkembang seiring dengan perkembangan tata kehidupan masyarakat serta perkembangan teknologi. Oleh karena itu penanganan dan pengelolaan sampah juga harus berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan Type A, dengan tugas utama menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan, serta sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam peraturan dimaksud, Bidang Kebersihan dan Pertamanan merupakan bidang yang melaksanakan sub urusan persampahan.

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kebersihan dan pertamanan.Seksi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah, pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keanekaragaman hayati, pelaksanaan penataan pertamanan, penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengelolaan taman pemakaman umum.Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari program yang sangat kuat hubungan dan urgensinya dengan masyarakat luas adalah terkait pelayanan dalam seksi kebersihan, yaitu pelayanan persampahan.

Berdasarkan studi SPPIP yaitu studi terkait perencanaan infrastruktur perkotaan di kabupaten Kebumen dimana telah teridentifikasi ada 112 desa kelurahan yang sudah memenuhi kriteria perkotaan, yang sesuai ketenmtuan semestinya harus dapat dilayani penanganan sampahnya.Sejumlah 112 desa/kleurahan tersebut secara umum dapat dibedakan dalam wilayah kecamatan yaitu terdapat 9 kecamatan meliputi, Kecamatan Sempor, Gombong, Karanganyar, Sruweng, Pejagoan, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Prembun, dan terakhir adalah  Petanahan. Sedangkan berdasarkan wilayah kerja bidang kebersihan dan pertamanan dibagi menjadi 5 wilayah kerja meliputi KORWIL Gombong, KORWIL Karanganyar, KORWIL Kebumen, KORWIL Kutowinangun dan KORWIL Prembun.Pada kondisi saat ini, dapat diketahui bahwa dari 112 desa di wilayah perkotaan baru terdapat 42 desa yang sudah mendapatkan layanan sampah atau baru bisa terlayani sekitar 40%.

Regulasi tentang pengelolaan kembali dikeluarkan oleh pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Berbagai regulasi di atas mengamanatkan setiap daerah agar melakukan pengelolaan sampah dan menyusun peraturan daerah sebagai payung hukum pengelolaan sampah di daerah. Selain itu dalam usaha pengelolaan sampah juga dibutuhkan dana atau anggaran yang tidak sedikit, sehingga diperlukan juga penyesuaian pengaturan mengenai retribusi persampahan.

B.
Identifikasi Masalah

1.
Permasalahan apa yang dihadapi Kabupeten Kebumen dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah dan bagaimana permasalahan tersebut bisa diatasi? Permasalahan tersebut antara lain:

a. Bagaimana penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan saat ini?

b. Apakah sudah ada regulasi yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah?

c. Apakah prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang ada sudah tersedia dan terselenggara sesuai peraturan perudang-undangan?

d. Apakah pengelolaan prasarana dan sarana sudah tersedia dan sesuai peraturan perundang-undangan?

e. Apakah keuangan daerah dan ekonomi masyarakat mampu membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah?

f. Bagaimana peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah?


2.
Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan daerah dalam penyelesaian masalah sampah tersebut??

3.
Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah?

4.
Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah?

C.
Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskan Akademik

1.
Merumuskan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

2.
Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

3.
Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

4.
Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

D.
Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris (dikenal juga dengan penelitian sosiolegal).

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan  referensi  lainnya.  Metode yuridis normative dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan  dengan  observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perudang-undangan yang diteliti.

1.
Metodologi

Metodologi merupakan ilmu-ilmu/cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu.“Metodologi penelitian” berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.
2.
Jenis Penelitian yang Digunakan

Jenis penelitian yang pertama digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang meneliti hukum sebagai norma positif dengan menggunakan cara berpikir deduktifdan berdasarkan pada kebenaran koheren dimana kebenaran dalam penelitian sudah dinyatakan kredibel tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Disamping itu, dilakukan pula penelitian sosiologis dan historis agar penelitian bernilai komprehensif, karena penelitian yang dilakukan memerlukan dukungan data, sehingga harus dilakukan pendekatan kemasyarakatan.

3.
Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Pengelolaan Sampah dilakukan dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

a.   Studi literatur;

b.  
Survei lapangan; dan/atau 

c.   Observasi.

Studi literatur dilakukan terhadap referensi-referensi bahan hukum, teknis, kelembagaan dan lain-lain. Studi literatur referensi bahan hukum, diambil dari bahan hukum primer, sekunder, dan  tersier. Bahan hukum  primer, terdiri  dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, di  tingkat pusat  dan  daerah.  Bahan  hukum  sekunder, berupa  literatur-literatur  ilmu  hukum,  hasil  penelitian,  literatur dan dokumen  resmi lainnya yang terkait dengan  masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier, ialah kamus hukum, kamus bahasa dan kamus  teknik yang dapat  memperjelas  istilah-istilah  yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

Studi literatur referensi bahan teknis, kelembagaan dan lain-lain, antara lain :

a.   Teori-teori tentang pengelolaan sampah.

b. 
Dokumen perencanaan  (Master Plan, Strategi  Sanitasi Kabupaten/Kota, Buku Putih Sanitasi, Memorandum Program Sanitasi, Studi EHRA, dll).

c.   Teori-teori tentang kelembagaan.

Metoda Survei dan Observasi adalah berbeda dilihat dari interaksi yang dilakukan peneliti dengan obyek yang diteliti. Metoda Survei ialah metoda pengumpulan data penelitian yang berdasarkan pada komunikasi antara peneliti dengan responden (obyek yang diteliti). Data yang dikumpulkan berupa  opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik obyek yang diteliti secara individual atau kelompok. Metoda Observasi yakni proses pencatatan pola perilaku orang, obyek benda, atau kejadian sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi antara peneliti dengan obyek penelitian
.

Dalam Penyusunan Naskah Akademik, Observasi lapangan dilakukan terhadap objek penelitian yang dianggap penting/terkait atau wilayah yang dianggap memiliki resiko sampah berdasarkan studi EHRA/persepsi dari perangkat daerah terkait, meliputi kondisi eksisting pengelolaan sampah, perilaku dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, kelembagaan, kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat daerah kajian.

4.
Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan  kualitatif, melalui proses interpretasi, penalaran  konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang dikaji. Hasil survei lapangan dan observasi disandingkan dengan  hasil desk study, teori, peraturan dan kebijakan-kebijakan yang kemudian dirumuskan untuk menjawab segala permasalahan yang dihadapi dalam hal pengelolaan sampah dalam kehidupan masyarakat di daerah kajian yang akhirnya dapat disimpulkan untuk menjawab segala permasalahan dengan sasaran akhir adalah muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang akan dibentuk. Data hasil penelitian dikumpulkan kemudian disistematisasi dan di analisis dengan menggunakan metode eksplanatoris, perbandingan, persandingan, dan harmonisasi.


BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A.
Kajian Teoritis

1.  
Aspek Teoritis tentang Peran Regulasi Dalam Rangka Pengelolaan Sampah
a.
Keterkaitan antara Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi

Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama.Tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau resource, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusi sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara.Jadi pemahaman pertama adalah distributive versus absortif.

Kebijakan distributif adalah kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung mengalokasikan sumber-sumber daya material oleh pengambil kebijakan terkait kewenangan bertindak. Sementara kebijakan absortif adalah kebijakan yang menyerap sumber daya, terutama sumber daya ekonomi dalam masyarakat yang akan dijadikan modal atau biaya untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan ini juga disebut extractive policy, dan termasuk di dalamnya dan terutama adalah kebijakan perpajakan.

Secara teoritik kaitan antara kebijakan publik dapat digambarkan bahwa regulasi digunakan sebagai landasan hukum oleh pengambil kebijakan terkait kewenangan bertindak; regulasi digunakan sebagai penentu batasan bertindak pengambil kebijakan; regulasi juga merupakan sarana kebijakan publik karena kelebihannya, yaitu bersifat rasional, integratif, memiliki legitimasi, didukung oleh adanya mekanisme pelaksanaan dan memiliki sanksi.

b.
Peran Regulasi sebagai instrument kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan.
 Di Indonesia regulasi diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki unsur: merupakan peraturan tertulis, memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; disusun melalui prosedur tertentu yang ditentukan”.

Dalam Negara Hukum Pencasila, peraturan perundang-undangan menjadi sarana/instrument untuk memberi, mengatur, membatasi sekaligus mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah dan sekaligus menjamin hak-hak masyarakat. “Legal policy” yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi sarana untuk rekayasa sosial, yang memuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah guna mengarahkan masyarakat untuk menerima nilai-nilai baru yang menunjang pembangunan.

Dalam praktek, pentingnya keberadaan regulasi adalah karena: regulasi merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi); keberadaan regulasi dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan; struktur dan sistematika regulasi lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya; pembentukan dan pengembangan regulasi dapat direncanakan, regulasi dapat memuat sanksi yang dapat ditegakkan.

2.  
Teori-teori terkait pengelolaan sampah
a.
Pengelolaan Sampah

Pengolahan sampah merupakan bagian dari penangan sampah dan menurut  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2008  didifinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah,  disamping  memanfaatkan  nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain, dan energy). Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa pengomposan, recycling/daur ulang, pembakaran  (insinerasi)  dan lain-lain. Secara umum pengolahan sampah dilakukan dengan berbagai tahapan diantaranya adalah: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan proses akhir sampah, dimana sampah-sampah tersebut jika dikembalikan ke media lingkungan tidak akan berdampak  buruk  baik  bagi  manusia, hewan maupunlingkungan itu sendiri. Klasifikasi Sampah padat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori sebagai berikut (Subarna, 2014: 17):

1)
Berdasarkan kandungan zat kimia

a)
Sampah Organik Sampah yang mengandung zat-zat kimia organik khususnya karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O). Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk  hidup  atau  alam  yang  dapat  terurai  melalui proses biologi.

b)
Sampah anorganik 

Sampah anorganik adalah sampah yang tidak berasal dari mahkluk hidup baik yang tersedia di alam maupun berasal dari produk buatan manusia. Sampah anorganik tidak dapat terurai melalui proses biologi.

Sampah yang mengandung zat kimia anorganik seperti belerang atau sulfur (S), Fosfor (P), gugus Nitrit (NO2) atau nitrat (NO3), Khlor (Cl), logam, dan lain-lain.

2)
Berdasarkan sumbernya

a) 
Sampah alami

Sampah yang diproduksi oleh alam hasil proses daur ulang alami. Daun-daun kering atau batang pohon mati adalah sampah organik yang di daur ulang melalui dekomposisi biologis di dalam tanah menjadi zat hara (humus).

b) 
Sampah manusia

Sampah yang berasal dari tubuh manusia sebagai sisa metabolisme dalam bentuk urin dan tinja (feces).Sampah manusia dapat menjadi bahan pencemar yang berbahaya bagi kesehatan karena mengandung bakteri atau mikroba patogen (penyebab penyakit).

c) 
Sampah konsumsi

Sampah yang diproduksi oleh manusia sebagai bahan sisa konsumsi.Pertumbuhan populasi yang cepat menyebabkan jumlah sampah jenis ini meningkat secara signifikan dan menjadi masalah serius bagi kehidupan di lingkungan perkotaan. Contoh sampah konsumsi antara lain: sampah rumah tangga yang meliputi sisa sayuran dan makanan,daun, kertas atau plastik pembungkus, barang bekas pakai dan lainlain.

d) 
Sampah industri 

Sampah yang diproduksi oleh sektor industri sebagai bahan sisa proses produksi yang tidak terpakai. Contoh sampah industri antara lain: sisa potongan kayu, pelat atau kaleng, potongan tekstil, sisa bahan karet, plastik, dan lain-lain.

e) 
Sampah pertambangan

Sampah yang diproduksi oleh sektor pertambangan sebagai bahan sisa kegiatan penambangan dan/atau produksi pada industri pertambangan.Wujud sampah pertambangan tergantung pada jenis pertambangan yang dilakukan.Contoh sampah pertambangan antara lain: batu-batuan, bahan logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb),dan sebagainya.

f) 
Sampah pertanian/perkebunan

Sampah yang berasal dari kegiatan pertanian atau perkebunan.

b.
Sumber Sampah

Sumber-sumber sampah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori antara lain:

1)
Pemukiman penduduk

Sampah ini terdiri dari sampah hasil kegiatan rumahtangga seperti hasil pengolahan makanan, dari halaman,dan lain-lain.

2)
Daerah Perdagangan

Sampah dari pusat perdagangan atau pasar biasanyaterdiri dari kardus-kardus yang besar, kertas dan lainlain.

3)
Industri

Sampah yang berasal dari daerah inustri termasuk sampahyang berasal dari pembangunan industri tersebut dan darisegala proses yang terjadi di dalam industri.

4)
Pertanian

Sampah ini berupa sampah hasil perkebunan ataupertanian misalnya jerami, sisa sayuran, dan lain-lain.

5)
Tempat-tempat Umum

Contohnya sampah dari tempat hiburan, sekolah, tempat-tempat ibadah dan lain-lain.

6)
Jalan dan Taman

7)
Pembangunan dan pemugaran gedung

8)
Rumah sakit dan Laboratorium

c.
Sistem Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaansampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang salingmendukung dimana antara satu dengan yang lainnya salingberinteraksi untuk mencapai tujuan (Dept. Pekerjaan Umum,SNI 19-2454-2002).Kelima aspek tersebut meliputi: aspekteknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspekhukum dan peraturan, aspek bembiayaan, aspek peran sertamasyarakat.Kelima aspek tersebut di atas ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut ini.Dari gambar tersebut terlihat bahwa dalam sistem pengelolaan sampah antara aspek teknis operasional, organisasi, hukum, pembiayaan dan peranserta masyarakat saling terkait, tidak dapat berdiri sendiri.
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Skema Manajemen Pengelolaan Sampah

(Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, (SNI 19-2454-2002)

Pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengolahan.
1) Penampungan sampah

Proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak menggangu lingkungan.  Faktor yang paling mempengaruhi efektifitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan (SNI 19-2454-2002).

2) Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ketempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikempokkan dalam 2 (dua) yaitu pola individual dan pola komunal (SNI 19-2454-2002) sebagai berikut:

a) Pola Individual
Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/TPS sebelum dibuang ke TPA.

b) Pola Komunal
Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan/ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.

3) Pemindahan Sampah
Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut dan atau ram dan atau kantor, bengkel. Pemindahan sampah yang telah terpilah dari sumbernya diusahakan jangan sampai sampah tersebut bercampur kembali.

4) Pengangkutan Sampah
Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres, sehingga sampah dapat dipadatkan 2-4 kali lipat. Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan ke tempat pembuangan akhir yang biasanya jauh dari kawasan perkotaan dan permukiman.

5) Pembuangan Akhir Sampah
Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuang akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di suatulokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 metode yaitu:

a) Metode Open Dumping
Merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang/menimbun sampah disuatu tempat tanpa ada perlakukan khusus/pengolahan sehingga sistem inisering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

b) Metode Controlled Landfill (Penimbunan terkendali)

Controlled Landfill adalah sistem open dumping yangdiperbaiki yang merupakan sistem pengalihan opendumping dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

c) Metode Sanitary landfill (Lahan Urug Saniter)
Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

d.
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah rumah tangga sebagai sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan beracun). Kemudian dalam Pasal 19 UU RI Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dansampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dansampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah.

1) Pengurangan sampah

Aktifitas untuk mengurangi timbulnya sampah sejak dari produsen  sampah  (rumah  tangga,  pasar,  dan  lain-lain), mendaur ulang sampah disumbernya atau di tempat pengolahan.

2) Penanganan sampah

Rangkaian aktifitas penanganan sampah yang meliputi pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk) komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke alam.

Pada umumnya pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan, dan pembungan akhir atau pengolahan. Pada tahap pembuangan akhir atau pengolahan, sampah akan mengalami pemprosesan, baik secara fisik, kimiawi maupun biologis. Perlu dicari alternatif pengelolaan sampah yang tepat, adekuat dan komprehensif bagi tiap wilayah perkotaan.

Landfill bukanlah alternatif yang tepat karena menimbulkan masalah baru bagi lingkungan serta tidak berkelanjutan. Mendaur ulang sampah dan mengubahnya menjadi produk lain yang bernilai ekonomi adalah solusi alternatif yang bermanfaat baik dari segi ekonomi, sosial,dan lingkungan. Hasil daur ulang sampah dapat menjadi sumber penghasilan baru penggerak ekonomi sirkuler (Gunawan, 2007), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta perbaikan kualitas lingkungan.

e.
Dampak Sampah

Apabila sampah tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan akibat-akibat yang buruk terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Berbagai dampak negatif dari sampah antara lain:

1) Pencemaran udara
Pada pencemaran udara dari adanya sampah organik yang bentuknya padatmengeluarkan sebuah gas seperti methan (CH4) dan karbon dioksida (CO2) serta pada senyawa lainnya. Bahwasannya secara global gas ini merupakan salah satu penyebab dari penurunannya kualitas terhadap lingkungan udara serta efek dari rumah kaca ini lahakan datang nya penyebab pada peningkatan suhu lalu memunculkan hujan asam. Padahal ini bersifat senyawa jika dilihat secara lokal,oleh karena itu sangat mengganggupada kesehatan manusia serta akan menimbulkan bau busuk yang tidak sedap untuk kitasekitar,bahkan ada sampah yang sudah di buang di TPA tapi masih kurang baik karenaterkadang sampah ini masih tertimbun sehingga gas methn nya tertumpuk dan tidak bias keluar ke udara.

2) Pencemaran air

Proses dengan ada pencucian yang padat di permukaan air akibat sampah ini akanmenjadi salah satu penyebab bagi pencemaran, entah itu air yang di permukaan maupun dari dalam tanah,serta adanya pembangunan sebuah sumur yang sering digunakan untukkehidupan manusia dalam sehari-hari di dekat pemukiman ini akan sangat mengakibatkan kurangnya tingkat kesehatan pada manusia dan penduduk setempat. Selain pencemaran yang diakibatkan oleh timbulan sampah, juga timbulnya bermacam-macam limbah pabrik serta industri-industriyang lain.dan tentunya terjadi sebuah pencemaran tidak hanya di permukaan air sajamelainkan sampai ke tanah yang akan membuat air menjadi berubah sehingga hal initentunya akan beresiko bagi manusia.

3) Penyebab banjir

Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan peristiwa yangmengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.Bencana dapatmengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda danakibat psikologis akibat faktor alam dan non alam (aktivitas manusia). Deasy, A. (2017).

Dapat dijelaskan sampah yang memiliki kepadatan entah yang masih dalam bagusdan segar maupun yang berubah jadi membusuk yang sudah terbawa ke selokan makadibawa oleh aliran sungai tentunya akan sangat memper dangkal sungai, dampak serta akibat karena terjadinya pendangkalan pada sungai tentunyakesehatan sungai akan berkurang dan dapatmenimbulkan banjir.Yang paling umum setelah adanya banjir biasanya akan timbulan sebuah penyakit.

4) Salah satu sumber dari penyakit

Sampah bersifat parasit serta media berkembangnya bakteri-bakteri, baik secara langsung maupun tidak langsung.Yang dinamakan dampak sampah secara tidak langsung, contohnya seperti hewan yang meletakkan dan membangun sarang tentunya ini akanmenimbulkan penyakit yang tak terduga jika tidak diatasi yang lebih sering terjadi di rumahseperti tikus,nyamuk,kecoa dan lalat,dan yang maupun membusuk kaleng dan botol dari keduanya ini lebih mudah dijadikan sarang tentunya akan menimbulkan penyakit. Bahkanadanya sebuah penyakit yang sering dialami akibat sampah yang disekitar kurang dikelola dandiperhatikan dengan baik sehingga seseorang mudah terkena penyakit Diare, disentri, cacingan,malaria, kaki gajah, dan demam berdarah.Perlu diketahui dan pemahaman lebih lanjutbahwasanya pada penyakit tersebut sangat menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan dan bisa menyebabkan kematian.
g.
Prinsip Pengelolaan Sampah

Terdapat 4 prinsip yang dapat digunakan untuk menangangimasalah pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Keempatprinsip tersebut lebih dikenal dengan nama 4R yang meliputi:
1) Reduce (mengurangi), adalah sebuah tindakan pelestarian lingkungan dengan mengurangi pemakaian barang-barang yang kurang perlu, salah satu contoh kita seharusnya dapat mengurangi pemakaian styrofoam untuk membungkus makanan, kita dapat menggunakan tempat-tempat makanan yang berasal dari kertas atau plastik sehingga mudah untuk di daur ulang lagi, sedikit informasi bahwa styrofoam itu adalah bahan yang tidak bisa di daur ulang.

2) Reuse (memakai kembali), adalah sebuah cara pelestarian lingkungan dengan menggunakan kembali sebuah barang, sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable (sekali pakai, buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.

3) Recycle (mendaur ulang), adalah sebuah cara pelestarian lingkungan dengan cara mendaur ulang kembali sebuah barang, contohnya kita dapat mendaur ulang sampahsampah organik yang ada di rumah kita menjadi kompos, dan lain-lain.

4) Replace (mengganti), adalah sebuah cara pelestarian lingkungan dengan cara mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Pakailah barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya kantong kresek plastik dengan keranjang di saat berbelanja.

Dalam pemanfaatan sampah rumah tangga, bisa dibedakanatas 2 bagian yaitu pemanfaatan sampah organik danpemanfaatan sampah anorganik. Pada prinsipnya pemanfaatansampah rumah tangga ini dilakukan pemisahan atau pemilahanterlebih dahulu antara sampah organik dan sampah anorganik,agar dalm proses pengelolaan dan pemanfaatannya lebih mudah. Berikut beberapa cara pemanfaatan sampah rumah tangga.

1) Pemanfaatan Sampah Organik
Jenis sampah organik skala rumah tangga terdiri darisampah-sampah basah yang dihasilkan dapur berupa sisamakanan dan sisa sayuran, juga sampah dedaunan daripohon-pohon disekitar rumah. Untuk sampah dari dapur bias digunakan kembali sebagai kompos sedangkan sampahdedaunan bisa digunakan sebagai briket, yaitu bahan bakar alternatif pengganti minyak tanah.

a) Pengomposan (Composting)
Composting merupakan proses pembusukan secaraalami dari materi organik, misalnya daun, limbahpertanian (sisa panen), sisa makanan dan lain-lain.Pembusukan itu menghasilkan materi yang kaya unsurhara, antara lain nitrogen, fosfor dan kalium yangdisebut kompos atau humus yang baik untuk pupuktanaman.Sampah basah (organik) bekas makanan-atau minumansehari-hari dipisahkan dari sampah kering (anorganik)seperti kaleng, plastik, kertas.Sampah basah itukemudian ditumpuk dalam sebuah lubang kecil misalnyadi pekarangan rumah. Dalam jangka waktu tertentubagian paling bawah dalam tumpukan tersebut bias diangkat kemudian ditebarkan ke tanaman sebagaipupuk kompos.

b) Pembuatan Briket
Pembuatan briket sebagai bahan bakar alternative pengganti minyak, bisa menjadi salah satu upaya kitasebagai masyarakat dalam menanggulangi danmengurangi timbulan sampah, khususnya dalam sector rumah tangga.Selain itu, pembuatan briket sebagaibahan bakar pengganti minyak juga dapat menjadialternatif masalah krisis energi pada saat ini. Minyaktanah yang sudah mulai langka, harga gas elpiji yangmelambung tinggi juga menjadi salah satu bahanpertimbangan untuk segera menciptakan bahan bakaralternatif yang mudah didapat, ekonomis dan jugamemiliki manfaat yang sama seperti bahan bakar minyakdan gas.

Membuat briket sampah tidaklah terlalu sulit. Prosespertama adalah proses membuat arang. Bahan baku yangberupa sampah dibuat arang dengan cara dibakar.Kemudian arang hasil pembakaran tersebut ditumbuk dandicampur dengan perekat, baik perekat alami (daun talas)ataupun perekat buatan (lem aci), lalu dicetak sesuaikehenda, dijemur 2-3 hari sampai kering dan siapdigunakan sebagai bahan bakar alternative.

2) Pemanfaatan Sampah Anorganik
Sampah anorganik tidak dapat terdegradasi secara alami.Dengan kreativitas, sampah ini bisa didaur ulang untukberagam kebutuhan. Ada beberapa sampah yang bias dimanfaatkan:

a) Sampah kertas
Sampah kertas bisa dikumpulkan menjadi satu bagianyang dipisahkan dari sampah lainnya.Selanjutnya bisa dibuang ke tempat sampah atau dijual ke tukang loak,minimal kita sudah memudahkan langkah para pengelolasampah untuk melakukan pengolahan tingkat lanjut.Kumpulan sampah kertas bisa dibuat berbagai macamjenis kerajinan tangan, seperti topeng, patung, dankertas daur ulang.Nilai jual sampah kertas daur ulangjauh lebih tinggi dari sekadar sampah kertas biasa.Kertas daur ulang bisa dijual ke pengrajin sebagai bahanpembuat kerajinan tangan.
b) Sampah kaleng
Banyak sekali kemasan kaleng yang digunakan untukbarang-barang keperluan sehari-hari. Sementara sumberdaya tambang tidak dapat diperbaharui, jika bisa punbutuh waktu ratusan bahkan ribuan tahun untuk membentuknya. Suatu saat bahan tambang tersebut akan habis dieksplorasi. Oleh karena itu, akan bijak jikakita ikut andil dalam gerakan menyukseskan daur ulang.Kaleng baja 100% dapat didaur ulang karena siklushidupnya tidak akan pernah berakhir. Perlakuan kalengbekas tergantung jenis kegunaan wadahnya. Kaleng catharus dibersihkan dari sisa-sisa catnya dengan kertaskoran dan biarkan kering, kemudian bisa dimanfaatkankembali sebagai pot bunga dan sebagainya. Kaleng yang mengandung aerosol, seperti parfum dan cat semprotharus ditangani hati-hati, jangan ditusuk ataudigepengkan. Untuk kaleng drum bisa dimanfaatkansebagai tempat sampah atau pot.

c) Sampah botol
Botol beling memiliki nilai tinggi, apalagi masih utuh. Jikasudah tidak utuh akan didaur ulang lagi bersama denganberbagai jenis kaca lainnya untuk dicetak menjadi botolbaru. Harga sampah botol bekas minuman lebih rendahkarena bentuknya khusus sehingga pembelinya terbatasperusahaan minuman itu.Botol kecap lebih mahal karenabanyak produk yang bisa dikemas dengan botol itu.

d) Sampah plastik

Saat ini sudah banyak kerajinan yang dibuat denganbahan dasar sampah plastik seperti tas, dompet, covermeja, tempat tisu dan lain-lain.

e) Sampah kain
Sampah kain bisa digunakan untuk cuci motor atausebagai bahan baku kerajinan. Pakaian yang sudah tidakterpakai, tapi masih layak pakai bisa disumbangkankepada yang membutuhkan, atau dijual dengan hargamiring. Sisa kain atau kain perca juga dimanfaatkanuntuk banyak aplikasi bisa selimut, tutup dispenser,magic jar, dan lainnya.

h.
Aspek pengelolaan sampah (teknis, kelembagaan, pembiayaan, peran serta masyarakat

Kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yangdikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat di Indonesia sesuai dengan SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah diPermukiman memosisikan bahwa pengelolaansampah perkotaan merupakan sebuah sistem yangterdiri dari 5 komponen subsistem, yaitu: aspekkelembagaan, aspek pembiayaan, aspek pengaturan(hukum), aspek peran serta masyarakat, dan aspekteknik operasional. Kelima aspek tersebut salingterkait dan harus diperhatikan untuk mewujudkansistem pengelolaan sampah yang efektif.

1) Aspek peraturan (hukum)

Aspek pengaturan didasarkan atas kenyataanbahwa Indonesia adalah negara hukum, di manasendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yangberlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesiamembutuhkan kekuatan dan dasar hukum, sepertidalam pembentukan organisasi, pemungutanretribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya.Peraturan yang diperlukan dalampenyelenggaraan sistem pengelolaan sampah diperkotaan antara lain adalah yang mengatur tentang:

– 
Ketertiban umum yang terkait denganpenanganan sampah

– 
Rencana induk pengelolaan sampah kota

– 
Bentuk lembaga dan organisasi pengelola

– 
Tata-cara penyelenggaraan pengelolaan

– 
Besaran tarif jasa pelayanan atau retribusi

– 
Kerjasama dengan berbagai pihak terkait,diantaranya kerjasama antar daerah, ataukerjasama dengan pihak swasta.

2) Aspek kelembagaan dan organisasi

Aspek organisasi dan manajemen merupakansuatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpupada prinsip teknik dan manajemen yangmenyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya,dan kondisi fsik wilayah kota, dan memperhatikanpihak yang dilayani yaitu masyarakat kota.Perancangan dan pemilihan bentuk organisasidisesuaikan dengan:
– 
Peraturan pemerintah yang membinanya

– 
Pola sistem operasional yang diterapkan

– 
Kapasitas kerja sistem

– 
Lingkup pekerjaan dan tugas yang harusditangani.

3) Aspek operasional pengelolaan sampah

Berdasarkan SNI 19-2454-2002, tata carateknik operasional pengelolaan sampah perkotaanmeliputi dasar-dasar perencanaan untuk:

a)
Daerah pelayanan

b)
Tingkat pelayanan

c)
Teknik operasional, mulai dari:

(1) Pewadahan sampah

(2) Pengumpulan sampah

(3) Pemindahan sampah

(4) Pengangkutan sampah

(5) Pengolahan dan pemilahan sampah

(6) Pembuangan akhir sampah

Kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimalmungkin dilakukan sejak dari pewadahan sampaidengan pembuangan akhir sampah.

4) Aspek pembiayaan / retribusi

Sebagaimana kegiatan yang lain, makakomponen pembiayaan sistem pengelolaan sampahkota secara ideal dihitung berdasarkan:

– 
Biaya investasi

– 
Biaya operasi dan pemeliharaan

– 
Biaya manajemen

5) Aspek peran serta masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah penting, karena masyarakat penyumbang timbulan volume sampah terbesar.Sampah rumah tangga atau dikenal sampah domestik menempati sekitar 37% dari semua jenis timbulan sampah nasional pada tahun 2019.Edukasi kepada masyarakat secara sistematis dengan berbagai fortofolio kelola sampah, mengajak, memfasilitasi kegiatan baik dari infrastruktur pengelolaan sampah dari berbagai komunitas perduli sampah adalah sangat membantu mengurangi timbulan sampah.Membangun kesadaran masyarakat turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah,masyarakat diajak berpartisipasi pada seluruh kegiatan pengelolaan sampah tingkat RT atau RW atau dengan kata lain setiap masyarakat mengelola sampah secara mandiri. Dengan pola 3R (mengurangi, mendaur ulang dan menggunakan kembali) diharapkan sampah yang dibuang bisa diminimalisir.

B.
Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma
1.  
Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan Perda
Ketentuan Umum

Menurut UU No. 12 Tahun 2011, bahwa Ketentuan Umum diletakkan dalam bab satu dan dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan Umum berisi:

a.
atasan pengertian atau definisi;

b.
singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau

c.
hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Batasan pengertian atau definisi yang termuat dalam Ketentuan Umum menurutUU No. 12 Tahun 2011, sebagai berikut:

a.
Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan  angka Arab dan  diawali dengan  huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

b. 
Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

c. 
Apabila rumusan definisi dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri dirumuskan kembali dalam Peraturan Daerah, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.

d.
Rumusan batasan pengertian dari Peraturan Daerah dapat berbeda dengan rumusan dalam Peraturan Daerah yang ada karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

e.
Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.

f. 
Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip  kembali  di  dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

g. 
Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

h. 
Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

i. 
Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) 
pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;

2) 
pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan

3)
pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Materi Pokok yang Diatur

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi. Materi pokok yang perlu diatur dalam Rancangan Perda tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan amanah dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012, adalah sebagai berikut:

a.  
Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup;

b.  
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;

c.   
Hak dan Kewajiban;

d.  
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

e.  
Perizinan

f.  
Pembiayaan dan Kompensasi g.  Kerjasama dan Kemitraan;

h.  
Peran Masyarakat;

i.  
Lembaga Pengelola;

j.  
Pembinaan dan Pengawasan; dan 

k.  
Sanksi administratif.

Materi pokok selain yang disebutkan diatas, dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan  daerah  dalam  rangka menampung  kondisi  khusus daerah.  Analisis kebutuhan akan materi pokok tersebut diuraikan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Ketentuan Pidana

Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat  norma larangan Dalam merumuskan Ketentuan Pidana, perlu dihindari, kualifikasi pidana yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

Ketentuan  Peralihan  memuat   penyesuaian  pengaturan  tindakan  hukum  atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah yang lama (bila ada) terhadap Peraturan Daerah yang baru, dengan bertujuan untuk: (a) menghindari terjadinya kekosongan hukum; (b) menjamin kepastian hukum; (c) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; (d) mengatur hal- hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai: (a) penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah; (b) nama singkat Peraturan Daerah (bila diperlukan); (c) status Peraturan Daerah yang sudah ada; (d) saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

2.
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan;

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan juga berbagai asas.Menurut Van der Vlies dibedakan asas-asas formal dan asas material   (Bagir Manan, 1992: 19). Asas-asas formal meliputi:

a.
Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelsteling).

Asas ini mencakup tiga hal yaitu, mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang- undangan yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian- bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

b.
Asas  organ/lembaga  yang  tepat  (beginsel  van  het  juiste orgaan). 

Latar belakang asas ini ialah memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ-organ/lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

c.  
Asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheidsbeginsel).

Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan.Asas ini muncul karena dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan kehidupan manusia terdapat berbagai alternatif yang tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.Hal  ini  bukan  berarti  tidak  ada  peraturan  (ontregelen) namun pembentukan peraturan itu berpegang pada prinsip penyederhanaan (soberheid), sehingga sangat dimungkinkan adanya deregulasi yang maknanya bukan tanpa regulasi (aturan). Aturan tetap ada dan diperlukan tapi sifat pengaturannya lebih komprehensif, tidak sektoral.Asas dapat dilaksanakan merupakan asas yang menghendaki suatu peraturan dapat ditegakkan.Tidak akan ada gunanya merumuskan berbagai aturan dalam berbagai norma jika pada akhirnya norma tersebut tidak dapat ditegakkan. Salah satu penegakkan norma tersebut melalui penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran peraturan. Perumusan sanksi  ini harus sejalan dengan sifat norma, apakah larangan atau perintah. Ketidakjelasan ini dapat berakibat fatal bagi tegaknya suatu peraturan, seperti yang kini marak melanda Peraturan Daerah.Muncul kecenderungan setiap Peraturan Daerah wajib hukumnya merumuskan sanksi pidana.Tanpa ada sanksi dianggap bukan peraturan.Anggapan ini patut diluruskan sesuai dengan asas dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang dengan jelas menyebutkan ”ketentuan sanksi dapat dirumuskan jika diperlukan”.

d. 
Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid).

Mengenai asas ini orang melihatnya sebagai usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan perundang- undangan.Sebab tidaklah ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan.

e.  
Asas konsensus (het beginsel van der consensus).

Yang dimaksud dengan konsensus ialah adanya “kesepakatan” rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan bersangkutan.Hal itu mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan- tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.Asas ini dapat tercapai jika dilakukan diseminasi secara terarah.Persoalannya jika peraturan yang diberlakukan pada saat yang bersamaan sangat banyak jumlahnya, maka keberadaan asas ini tidak efektif.

Asas-asas material meliputi:

a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek).

Pertimbangan yang dikemukakan Van der Vlies ialah agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya.

Asas  terminologi  lebih  tepat  jika  dimasukkan  ke  dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, karena asas ini lebih menekankan kepada teknik merancang kata- kata, struktur dan susunan peraturan sehingga pada akhirnya membentuk norma yang mengikat (Seidman: 2001). Asas dapat dikenali sangat penting artinya terutama bagi peraturan perundangundangan yang membebani masyarakat dengan berbagai kewajiban. Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui setiap orang, lebih-lebih bagi orang yang berkepentingan maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. Asas perlakuan yang sama dalam hukum menghendaki dalam pembentukan peraturan perundang- undangan muatannya tidak bersifat diskriminatif baik untuk kelompok kuat (mampu) maupun lemah, sehingga mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang- wenangan.

b. Asas tentang dapat dikenali (het beginsel van kenbaarheid).

Alasan pentingnya asas ini ialah apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan.

c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheidsbeginsel).

Peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku hanya untuk sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang- wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.

d. Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel). 

Asas ini merupakan salah satu sendi asas umum negara berdasar atas hukum yang dianut Negara RI.Asas kepastian hukum merupakan konsekuensi sendi negara berdasarkan atas hukum.Oleh karena itu setiap peraturan yang dibentuk harus jelas.Tidak hanya dalam konsideran sebagai suatu legal spirit hanya dirumuskan bahwa “pembentukan Peraturan Daerah ini perlu”, tanpa menjelaskan konstatasi fakta dari aspek sosiologis atau yuridis. Tidak dapat  merumuskan pemberlakuan surut suatu norma hukum (retroaktif), apalagi yang bersifat pembebanan (misal: pajak, retribusi) karena bertentangan dengan   asas   kepastian hukum. Pengecualian terhadap norma yang bersifat retroaktif dapat dilakukan tetapi harus sangat hati-hati, jelas dan transparan. Ketidaktepatan rumusan akan berpengaruh pada efektifitas berlakunya aturan. Sekalipun fiksi hukum mengatakan setiap orang dianggap tahu hukumnya (een ieder geacht de wet te kennen), tetapi jika tanggal pemberlakuannya tidak jelas maka akan mempersulit implementasi fiksi hukum tersebut, dan capaian kepastian hukum.

e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (het beginsel van de individuele rechtsbedeling)

Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat juga memberikan jalan keluar selain bagi masalah- masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus.

Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu dimaksudkan bahwa selain muatan peraturan perundang-undangan berlaku umum tapi dapat juga diterapkan untuk menyelesaikan persoalan secara khusus atau keadaan-keadaan tertentu (in-concreto).Namun dalam penerapan asas ini harus penuh kehati-hatian karena dapat meniadakan asas kepastian hukum dan asas persamaan.Oleh karena itu penerapan sepenuhnya diserahkan pada penegak peraturan perundang-undangan (hakim).Oleh karena itu sangat memungkinkan bagi hakim untuk melakukan recht vinding, mengingat dalam era desentralisasi sangat marak Peraturan Daerah pembebanan yang diikuti dengan sanksi pidana.Maksud penetapan sanksi sebagai racun (in cauda venemum) dalam penegakkan aturan bisa jadi tidak tercapai karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat akibat ketidak berdayaannya.

3.  
Asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan

Materi muatan  suatu peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan  sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a.
Pengayoman

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b.
Kemanusiaan

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c.
Kebangsaan

Bahwa  setiap  materi  Peraturan  Perundang-undangan   harus  mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d.
Kekeluargaan

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e.
Kenusantaraan

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang- undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f.
Bhineka Tunggal Ika

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g.
Keadilan

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h.
Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan  tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan,  gender, atau status sosial.

i.
Ketertiban dan Kepastian Hukum

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j.
Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

C.
Kajian terhadap praktik penyelenggaraan pengelolaan sampah saat ini dan akan datang serta permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat
1.
Kondisi geografis, kependudukan, ekonomi, sosial budaya dan kearifan lokal
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Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kebumen terletak antara 7o27’ − 7o50’ Lintang Selatandan 109o22’ − 109o50’ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kebumen, adalah 1.281,12 km2.Wilayah Kabupaten Kebumen memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo; Selatan - Samudera Hindia; Barat – Kabupaten Cilacap dan Banyumas; Timur – Kabupaten Purworejo. Wilayah Kabupaten Kebumen terbagi dalam 26 kecamatan, yang  terdiri  dari  449 desa, 11 kelurahan 1.930 Rukun Warga (RW) dan 7.127 Rukun Tetangga (RT).
	Kecamatan Ibukota Kecamatan

	Luas Total (km2/sq.km)

	(!)
	(2)
	(3)

	Ayah
	Demangsari
	76,37

	Buayan
	Buayan
	68,42

	Puring
	Sitiadi
	61,97

	Petanahan
	Petanahan
	44,84

	Klirong
	Klirong
	43,25

	Buluspesantren
	Setrojenar
	48,77

	Ambal
	Ambalresmi
	62,41

	Mirit
	Mirit
	52,35

	Bonorowo
	Bonorowo
	20,91

	Prembun
	Prembun
	22,96

	Padureso
	Padureso
	28,95

	Kutowinangun
	Kutowinangun
	33,73

	Alian
	Krakal
	57,75

	Poncowarno
	Poncowarno
	27,37

	Kebumen
	Kebumen
	42,04

	Pejagoan
	Pejagoan
	34,58

	Sruweng
	Sruweng
	43,68

	Adimulyo
	Adimluyo
	43,43

	Kuwarasan
	Kuwarasan
	33,84

	Rowokele
	Rowokele
	53,795

	Sempor
	Sempor
	100,15

	Gombong
	Gombong
	19,48

	Karanganyar
	Karanganyar
	31,40

	Karanggayam
	Karanggayam
	109,29

	Sadang
	Sadang
	54,23

	Karangsambung
	Karangsambung
	65,15

	Kebumen
	Kebumen
	1281,12


Menurut Stasiun Meteorolgi Sempor, suhu udara rata-rata di Kabupaten Kebumen tahun 2020 berkisar antara 24,7oC sampai dengan 27,8oC. Untuk Kelembaban udara berkisar antara 77% sampai dengan 88%.Sedangkan untuk curah hujan selama tahun 2018 sebesar 3.122 mm3 dan hari hujan sebanyak 149 hari.

Penduduk  Kabupaten Kebumen berdasarkan  proyeksi penduduk tahun 2021 sebanyak 1.195.092 jiwa yang terdiri atas 595.003 jiwa penduduk laki-laki dan  600.089 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah    penduduk tahun2019, penduduk Kabupaten Kebumen mengalami pertumbuhan    sebesar 0,26 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,15.Kepadatan penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2020 mencapai 933 jiwa/km2.

Jumlah  Penduduk   usia  15  tahun ke atas  di Kabupaten Kebumen  pada Agustus 2021 adalah 894.326 orang, dengan jumlah  Angkatan  Kerja yaitu 586.034 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan   Kerja pada   Agustus  2021 sebesar 65,53 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,52 persen.

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen berada pada prosentase tertinggi di Jawa Tengah, berikut disajikan perbandingan angka kemiskinan Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen dan beberapa Kabupaten disekitarnya.

Tabel….

	Kabupaten
	Kemiskinan

	
	Garis Kemiskinan 

(Rp/kapita/bln)
	Jumlah Penduduk Miskin 

(ribu jiwa)
	Prosentase Penduduk Miskin (%)

	
	2019
	2020
	2021
	2019
	2020
	2021
	2019
	2020
	2021

	PROV. JAWA TENGAH
	369 385,00
	395 407,00
	409 193,00
	3 743,23
	3 980,90
	4 109,75
	10,80
	11,41
	11,79

	Cilacap
	337 572,00
	351 735,00
	363 367,00
	185,20
	198,60
	201,71
	10,73
	11,46
	11,67

	Banyumas
	385 140,00
	406 250,00
	417 086,00
	211,60
	225,84
	232,91
	12,53
	13,26
	13,66

	Purbalingga
	355 702,00
	375 199,00
	384 183,00
	140,10
	149,48
	153,08
	15,03
	15,90
	16,24

	Banjarnegara
	301 792,00
	318 334,00
	328 679,00
	136,10
	144,95
	150,19
	14,76
	15,64
	16,23

	Kebumen 
	362 847,00
	380 557,00
	390 599,00
	201,30
	211,09
	212,92
	16,82
	17,59
	17,83

	Purworejo
	345 458,00
	364 289,00
	376 127,00
	82,20
	84,79
	88,80
	11,45
	11,78
	12,40

	Wonosobo
	340 827,00
	362 683,00
	373 474,00
	131,30
	137,63
	139,67
	16,63
	17,36
	17,67

	Magelang
	325 921,00
	342 430,00
	353 608,00
	137,40
	146,34
	154,91
	10,67
	11,27
	11,91

	Boyolali
	332 996,00
	347 520,00
	361 922,00
	93,70
	100,59
	104,82
	9,53
	10,18
	10,62

	Klaten
	405 537,00
	419 510,00
	436 896,00
	144,10
	151,83
	158,23
	12,28
	12,89
	13,49

	Sukoharjo
	377 319,00
	393 776,00
	410 273,00
	63,60
	68,89
	73,84
	7,14
	7,68
	8,23

	Wonogiri
	327 364,00
	341 643,00
	356 728,00
	98,30
	104,37
	110,46
	10,25
	10,86
	11,55

	Karanganyar
	365 151,00
	385 563,00
	401 542,00
	84,50
	91,72
	95,41
	9,55
	10,28
	10,68

	Sragen
	335 334,00
	348 890,00
	363 349,00
	113,80
	119,38
	122,91
	12,79
	13,38
	13,83

	Grobogan
	375 521,00
	395 001,00
	404 456,00
	161,90
	172,26
	175,72
	11,77
	12,46
	12,74

	Blora
	335 837,00
	353 259,00
	363 649,00
	97,90
	103,73
	107,05
	11,32
	11,96
	12,39

	Rembang
	384 561,00
	403 932,00
	414 977,00
	95,30
	100,08
	101,40
	14,95
	15,60
	15,80

	Pati
	423 922,00
	445 913,00
	458 616,00
	119,00
	127,37
	128,74
	9,46
	10,08
	10,21

	Kudus
	406 470,00
	429 666,00
	450 992,00
	58,00
	64,24
	67,06
	6,68
	7,31
	7,60

	Jepara
	386 693,00
	407 056,00
	419 028,00
	83,50
	91,14
	95,22
	6,66
	7,17
	7,44


Beberapa sayuran semusim di Kabupaten Kebumen yang produksinya cukupar diantaranya adalah Kangkung, Cabe, Kacang Panjang, Ketimun, Tomat, dan Terong. Produksi kangkung pada tahun 2020 mencapai 22.005 kwintal.Sentra produksi kangkung ada di Kecamatan Kuwarasan dan Puring.Produksi cabe pada 20 mencapai 10.355 kwintal.Daerah penghasil cabe yang utama adalah Kecamatan Ambal, Puring dan Rowokele.Produksi kacang panjang pada tahun 2020 adalah sebesar 8.284 kwintal.Sentra produksi kacang panjang tahun 2020 adalah Kecamatan Kuwarasan, Klirong dan Puring.Produksi terong pada tahun 2020 mencapai 13.900 kwintal.Sentra produksi terong berada di Kecamatan Mirit dan Puring.Sedangkan produksi tomat dan bayam pada tahun 2020, masing-masing mencapai 4.715 dan 249 kwintal. Potensi tanaman sayuran tahunan di Kabupaten Kebumen yang cukup besar adalah tanaman melinjo dan petai dengan produksinya masing-masing mencapai 50.501 dan 1.933 kwintal. Sentra produksi melinjo adalah Kecamatan Ambal, Klirong, Puring, Karangsambung, Karanganyar dan Sruweng.Sedangkan untuk tanaman petai tahun produksi paling banyak terdapat di Kecamatan Karangsambung.

Potensi tanaman dan produksi perkebunan rakyat pada tahun 2020 di Kabupaten Kebumen yang ada meliputi kelapa, cengkeh, kopi, kapok, tembakau, pandan, tebu, kapulogo, panili, kakao, jenitri, mete, lada, nilam, dan pala. Dari berbagai jenis tanaman perkebunan yang paling dominan adalah kelapa dan diusahakan di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen.Disamping menghasilkan buah kelapa, perkebunan kelapa juga banyak diambil niranya untuk diolah lebih lanjut menjadi gula kelapa (gula merah).Pada tahun 2020, total produksi kelapa di Kabupaten Kebumen mencapai 171.285.626 butir.

Populasi ternak besar yang paling banyak adalah sapi potong 65.844 ekor diikuti kuda 271 ekor, kerbau 244 ekor dan sapi perah 10 ekor. Untuk ternak kecil, populasi yang paling banyak adalah kambing 424.499 ekor, diikuti domba 137.721 ekor, kelinci 17.702 ekor dan babi 405 ekor. Sedangkan populasi unggas, tiga jenis yang paling banyak adalah ayam ras pedaging yang mencapai 2.167.722 ekor, ayam kampung 3.927.539 ekor dan itik 191.069 ekor.

Luas area budidaya ikan di kolam pada 2018 sebesar 43,95 hektar dengan nilai produksi sebesar 22.645.390.328 rupiah. Sedangkan produksi perikanan tangkap di laut sebesar 18.883.477,1 kg dan perikanan tangkap di sungai 311.272,13 kg.

Jumlah perusahaan industri di Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebanyak 56.402 unit. Berdasarkan klasifikasinya industri paling banyak adalah Industri Makanan dan Minuman sebanyak 35.716 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 72.636 orang. Diposisi kedua ada Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 8.858 unit dengan menyerap 17.093 orang selanjutnya Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan sebanyak 6.813 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 11.354 orang.

Jumlah Hotel baik berbintang maupun melati di Kabupaten Kebumen sebanyak 32 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 920 kamar.Jumlah Pengunjung Objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah sebanyak 1.079.169 orang sedangkan yang dikelola oleh swasta sebanyak 941.709 pengunjung.

Data panjang jalan di Kabupaten Kebumen yang Status Jalan Kabupaten yaitu 960,35 km. Jalan kabupaten pada tahun 2020 sebagian besar dalam kondisi baik yaitu sepanjang 523,35 km, 160,11 km kondisi sedang, 114,43 km kondisi rusak dan 162,64 km rusak berat. Jika dilihat dari jenis permukaan jalan Kabupaten 695,18 km merupakan jalan yang sudah diaspal,90.88 km diperkeras beton sedangkan sisanya merupakan jalan yang kerikil, tanah dan lainnya.Jumlah kendaraan bermotor jenis bus yang ada di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.380 buah, truk sebanyak 5.225 buah sedangkan kendaraan bermotor penumpang non bus.

Jumlah Pasar di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 adalah 40 unit dengan luas sebesar 280.643 meter persegi dengan jumlah Kios dan Los Pasar sebesar 2.341 unit dan 12.382 unit.

Pertumbuhan ekonomi Kebumen tahun 2021 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, lebih tinggi dari tahunsebelumnya, yaitu 5,52 persen (2017 = 5,13 persen).Pertumbuhan riil sektoral tahun 2021 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor komunikasi dan informasi sebesar 17,09 persen, namun peranannya terhadap PDRB hanya sebesar 2,05 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2021 adalah sector Jasa Keuangan dan Asuransi, yaitu sebesar 2,18 persen.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kebumen yaitu sebesar 22,69 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,10 persen. Sektor industri pengolahan yang juga merupakan sektor dominan memberikan sumbangan bagi perekonomian Kebumen sebesar 20,37 persen dengan pertumbuhan riil sebesar 5,59 persen.

Dari angka-angka indeks harga implisit PDRB dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral. Laju indeks implisit di Kebumen tahun 2021 sebesar 2,36. Sedangkan secarasektoral, pertumbuhan indeks implisit yang paling cepat atau di atas angka rata-rata indeks implisit Kebumen pada tahun 2021 terjadi pada sektor listrik dan gas 3,71. Sektor lain yang perkembangan indeks implisitnya paling lamban adalah sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 0,28.

PDRB menurut komponen pengeluaran, yang terbesar adalah untuk pengeluaran konsumsi rumahtangga. Menurut harga berlaku, tahun 2017 konsumsi rumahtangga mempunyai konstribusi 75,10 persen dari total PDRB Kabupaten Kebumen atau senilai 17.999,88 millyar rupiiah. Jika didasarkan harga konstan tahun 2010 nilainya mencapai 13.111,88 milyar rupiah.
2.
Pengelaan Sampah di Kabupaten Kebunen

a.
Kebijakan

1)
Pengurangan sampah semaksimal mungkin di mulai dari sumbernya.
2)
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengolahan.
3)
Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas system pengelolaan dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dari sampah.

4)
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

5)
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Limbah dan Sampah.

7)
Peraturan Bupati Kebumen No. 15 Tahun 2015

8)
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

b.
Strategi

1)
Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse-Recyle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga.

2)
Mengembangkan dan menerapkan system insentif dalam pelaksanaan 3R

3)
Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian atau perdagangan.

4)
Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini

5)
Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum.

6)
Mendorong pengelolaan persampahan berbasis masyarakat

7)
Membuat aturan yang tegas bagi masyarakat yang membuat sampah sembarangan.
8)
Pengurangan sampah semaksimal mungkin di mulai dari sumbernya.

9)
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengolahan.

10)
Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas system pengelolaan dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dari sampah

c.
Kondisi eksisting pengelolaan sampah yang ada, bagaimana kondisi sampah saat ini, tentang jumlah sampah/ton/hari, peta wilayah penghasil sampah, kemampuan pengelolaan sampai saat ini, prosentase (%) terhadap jumlah sampah, ketersediaan SDM pengelolaan sampah 

1)
Timur
a)
Sampah per hari yang masuk ke TPA Kaligending
: 53 m3 per hari

b)
Jumlah Kecamatan yang terlayani
: 7 Kecamatan

c)
Jumlah Desa/Kelurahan yang terlayani
: 56 Desa

d)
Kemampuan pengelolaan sampai saat ini
: 57 %

2)
Barat

a)
Sampah per hari yang masuk ke TPA Semali
: 108 m3 per hari
b)
Jumlah Kecamatan yang terlayani
: 13 Kecamatan
c)
Jumlah Desa/Kelurahan yang terlayani
: 42 Desa

d)
Kemampuan pengelolaan sampai saat ini
: 40 %

d.
Jumalah dan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia, kondisi dan jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah, jumlah TPS, TPA, TPSR yang ada dan kebutuhannya, jumlah dan kondisi armada pengangkutan sampah
1)
Timur

a)
Jumlah Armada Kebersihan
: 32 Armada
b)
Jumlah Alat berat
: 4

c)
Jumlah TPA di Wilayah Timur
: 1 (TPA Kaligending)

d)
Jumlah TPS Wilayah Timur
: 30 Tempat

e)
Jumlah Landasan Kontainer
: 32 

f)
Jumlah Kontainer
: 44

g)
Jumlah Depo Persampahan
: 1

h)
Jumlah TPSR
: 9

2)
Barat

a)
Jumlah Armada Kebersihan
: 11 Armada

b)
Jumlah Alat berat
: 2

c)
Jumlah TPA di Wilayah Barat
: 1 ( TPA Semali )

d)
Jumlah TPS Wilayah Barat 
: 104 Tempat

e)
Jumlah Landasan Kontainer
: 27

f)
Jumlah Kontainer
: 29

g)
Jumlah TPSR
: 8

e.
Lembaga pengelola yang ada, bagaimana kelembagaan sampah yang telah ada, baik dari pihak pemerintah, pelaku usaha atau dari masyarakat yang sudah berjalan selama ini, dan kebutuhan idealnya:

Pada saat ini lembaga pemerintahan yang menangani persampahan di Kabupaten Kebumen yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, serta memiliki UPTD Persampahan Timur, dan Barat yaitu UPTD Pengelola Air Limbah dan sampah, yang secara langsung menangani kondisi persampahan di Kabupaten Kebumen. Secara geografis volume sampah di Kabupaten Kebumen cukup banyak, sehingga SDM yang diperlukan saat ini di rasa masih kurang.
f.
Pembiayaan/data-data keuangan, berapa jumlah anggaran untuk pengelolaan sampah dan kebutuhan sesungguhnya, juga sumber pembiayaannya

1)
Jumlah Anggaran di tahun 2022 yang dikelola UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah Wilayah Timur : 4,106,683,700

2)
Jumlah Karyawan UPTD Wilayah Timur, terdiridari : 
a)
PNS
: 40

b)
PTT
: 13

c)
THL
: 105

3)
Jumlah Anggaran di tahun 2022 yang dikelola UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah Wilayah Barat : Rp. 2.022.468.300

4)
Jumlah Karyawan UPTD Wilayah Barat, terdiri dari : 
a)
PNS
: 17

b)
PTT
: 2

c)
THL
: 52

5)
Sumber Anggaran di Tahun 2022 yaitu dari dana APBD Kabupaten Kebumen.
3.
Identifikasi peraturan perundang-undangan terkait di daerah kajian (perda dan perkada)
Kabupaten Kebumen sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Akan tetapi belum dapat menyelesaiakan permasalahan pengelolaan sampah yang ada di daerah, dan hanya mampu mengangkut 40% sampah yang ada setiap harinya. Dengan demikian perlu segera diambil langkah-langkah nyata dan strategis untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen. Salah satu langkah awal adalah dengan penyusunan Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Sampah.
Perlu ditekankan di sini bahwa harus ada desentralisasi kewenangan pengelolaan sampah di tiap-tiap desa/kelurahan, sehingga nantinya ada pemusatan pengelolaan persampahaan masing-masing desa/kelurahan. Hal ini dikandung maksud agar desa/kelurahan tidak mengalami kesulitan lagi di waktu mendatang.
D.
Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akandiatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah terhadap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah dan masyarakat
1.
Dampak terhadap kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah dalam pemenuhan prasarana dan sarana persampahan sesuai kondisi ideal menurut teori.

Pengelolaan sampah menjadi permasalahan hampir di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia termasuk Kabupaten Kebumen. Semakin padat penduduk dan semakin banyak kegiatan di suatu wilayah akan menimbulkan banyak sampah khususnya di pasar atau pusat perekonomian warga.Limbah domestik di antaranya bekas air cucian dapur dan kamar mandi, kotoran atau tinja, termasuk sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai-sungai atau selokan. Hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Kebumen memiliki potensi permasalahan limbah rumahtangga.Permasalahan tersebut timbul akibat minimnya fasilitas pengolahan limbah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah dan membuang limbah rumahtangga.

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya prasarana dan sarana pengelolaan sampah baik dari segi kualitas ataupun kuantitasnya.Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan dan penambahan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sesuai kebutuhan, yang mana dibutuhkan anggaran untuk mewujudkannya.Dalam hal ini perlu ditinjaklanjuti dengan pengaturan pengenai retribusi persampahan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.
Dampak terhadap kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah dalam pemenuhan lembaga pengelola prasarana dan sarana persampahan sesuai kondisi ideal menurut teori dan kebutuhan.

Tersedianya prasarana dan sarana dengan kualitas dan kuntatitas yang memadai sangat menentukan keberhasilan program pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen.Oleh karena itu, persoalah ini harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk segera memenuhinya.Pemerintah Daerah harus segera membangun sejumlah TPS diberbagai lokasi timbulan sampah, menambah jumlah armada pengangkutan sampah yang baik yang sesuai kriteria, dan mengembangkan teknologi pengolahan sampah sehingga memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Apabila Pemerintah Daerah belum mampu membangun dan melakukan pengolahan sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang, dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain yang telah mampu melakukan pengolahan sampah ataupun dengan menjalin kemitraan dengan pelaku usaha.

3.
Dampak terhadap kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah dalam pemenuhan pengaturan pelaksanaan (perkada) dari perda yang diterapkan.

Dalam rancangan peraturan daerah ini mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah antara lain membangun tempat pengolahan sampah meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Selain itu juga mengamatkan agar disusun peraturan mengenai retribusi pelayanan persampahan.Untuk itu agar peraturan daerah ini berlaku secara efektif, perlu segera disusun peraturan bupati sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini secara teknis operasional.

4.
Dampak terhadap kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah dalam pemenuhan wadah pelibatan peran serta masyarakat.

Pengelolaan sampah bukan semata tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya.Maka perlu segera dibentuk kelembagaan yang melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat serta berperan serta dalam pengelolaan sampah secara mandiri.

5.
Bagaimana agar sistem baru yang akan diterapkan terhadap kearifan lokal daerah kajian yang berkembang di masyarakat yang perlu diperhitungkan atau dijaga dan dihormati, agar sistem baru yang akan diterapkan bisa sejalan dengan hal ini.

Guna menunjang keberhasilan pengelolaan sampah, perlu dilakukan perencanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang tepat, baik dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.Perencanaan merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkapkeputusan untuk melakukan tindakan dimasa depan. Tahap perencanaanmerupakan tahapan awal dalam proses pelaksanaan program pembangunanpengelolaan sampah. Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan akan memberikanarah, langkah atau pedoman dalam proses pembangunan dimaksud. Pada tahapanini akan ditelusuri aktivitas atau kegiatan yang dilakukan masyarakat, dimulai dariketerlibatan mereka dalam menyusun rencana program yang diaktualisasikanmelalui keaktifannya pada setiap rapat dan inisiatif diadakannya rapat, danketerlibatan dalam memberikan pendapat, tanggapan masyarakat sertapengembangan terhadap upaya pengelolaan sampah, sampai dengan keterlibatanmereka dalam pengambilan keputusan terhadap program yang direncanakan.

Melalui interaksi dan komunikasi, perencanaan bersama dengan masyarakatmembantu mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, memahami situasi dan mengidentifikasi solusi bagaimana memecahkan masalah masalah yang dimaksud. Dalam konteks ini perencanaan adalah aktivitas moral, perencanaan merupakankomunikator yang menggunakan bahasa sederhana dalam pekerjaannya agarmembuat logik dari perilaku manusia.Kunci dari gagasan perencanaan danpembelajaran sosial adalah evolusi dari desentralisasi yang membantu orangorang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan yangmempengaruhi kehidupan mereka (Hadi, 2001:19).


BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik   Indonesia   Tahun 1945
Pada prinsipnya, UUD 1945 mengarahkan negara melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa, Negara termasuk Pemerintah Daerah wajib untuk melindungi setiap warganya untuk mendapatkan kesejahteraan serta keadilan.Untuk itu diperlukan suatu kepastian di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun1945, pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memiliki hak secara konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan.Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang tentang Pengelolaan Sampah meupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Maka, secara konstitusional penyusunan dan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Undang-Undang   Nomor  26 Tahun 2007 tentang  Penataan Ruang
Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan,dan keseimbangan subsistem. Berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem Kajian  Kerangka  Pengaturan  Dan  Pengelolaan. Hal  Berarti perlu  adanya  suatu  kebijakan  nasional  tentang  penataan ruang  yang  dapat  memadukan  berbagai  kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  maupun  masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Asas dan tujuan dalam Pasal 2 Penataan Ruang diselenggarakan berdasarkan asas keserasian,keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum;kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a. 
terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

b. 
terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

c. 
terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pasal 33 (3) Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah. Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah diantaranya huruf (b) tempat pembuangan sampah.Terhadap pengaturan penataan ruang yang diturunkan pada tataran kebijakan di tingkat daerah berupa peraturan daerah mengenai tata ruang dan tata wilayah untuk mewujudkan suatu lingkungan yang terpadu, ideal dan berkesinambungan. Salah satunya adalah pengaturan terhadap sistem pengelolaan sampah, tentu saja untuk kepentingankesehatan dan lingkungan hidup ditetapkan pada wilayah yang jauh dari pemukiman penduduk

C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Beberapa pasal dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara tegas mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai:

1. Pasal 11 ayat (2) “tata cara penggunaan hak setiap orang”

2. Pasal 12 ayat (2) “tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga”

3. Pasal 17 ayat (3) “tata cara memperoleh izin”

4.`
Pasal 18 ayat (2) “jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman kepada masyarakat”

5.
Pasal 22 ayat (2) “penanganan sampah”

6.
Pasal 24 ayat (3) “Pembiayaan”

7.
Pasal 25 ayat (4) “pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah”

8.
Pasal 28 ayat (3) “bentuk dan tata cara peran masyarakat”

9.
Pasal 29 ayat (3) “larangan” (larangan membuang  sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah  dengan  pembuangan  terbuka di tempat  pemrosesan  akhir (TPA), dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

10.
Pasal 31 ayat (3) “pengawasan pengelolaan sampah”

11.
Pasal 32 ayat (3) “penerapan sanksi administratif ”
Adapun amanat yang tidak tegas sebagaimana terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal berikut:

1.
Pasal  5  memberikan  tugas  kepada  Pemerintah  Daerah  bersama- sama dengan Pemerintah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

2.
Pasal 6 memberikan tugas kepada Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah (Pusat) untuk melaksanakan sebagai berikut:

a.
menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

b.
melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;

c.
memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;

d. 
melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

e.
mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

f. 
memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang (berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;

g. 
melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

3.
Pasal 9, memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

a.
menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

b.
menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan  norma, standar,prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c.
melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

d.
menetapkan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah (RTRW);

e.
melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua  puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan  terbuka yang telah ditutup;

f. 
menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

4.
Pasal 13 memberikan perintah kepada Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

5.
Pasal 14 memberikan perintah kepada setiap produsen untuk mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

6.
Pasal 15 memberikan perintah kepada produsen untuk mengelola kemasan dan /atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

7.
Pasal 20 ayat (2) memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah untuk melakukan kegiatan pengurangan sampah meliputi kegiatan: a) pembatasan  timbulan sampah; b) pendauran ulang sampah; c) pemanfaatan kembali sampah. Untuk itu Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah:

a.
menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;

b.   memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

c.   memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;

d.   memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;

e.   memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

8.
Pasal  26  memberikan   anjuran  kepada  Pemerintah  daerah  untuk melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah yang dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/ atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada Pasal 65 disebutkan:

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

(2)
Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

(3)
Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadaprencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

(4)
Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Pasal 68 menyebutkan bahwa: Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban:

a.
Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

b. 
Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

c. 
Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam penyelengaraan lingkungan hidup pemerintah dapat melakukan inventaris   terhadap   potensi-potensi   perubahan sampah yang timbul sebagai dampak perubahan perilaku dimasyarakat yang meimbulkan sampah baik organik maupun non organik, membentuk suatu kebijakan supaya dapat meminimkan timbulnya sampah di masyarakat yang berdampak terhadap lingkungan dan kelestarian limgkungan hidup.

Terhadap adanya salah satu asas pencemar membayar sebagai implementasi atas asas ini maka perlu suatu pertangunggjawaban oleh pelaku usaha untuk memberikan kompensasi terhadap pencemar lingkungan hidup.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya.Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom.Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah.Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.Dengan   demikian   setiap   urusan   yang   bersifat concurrent senantiasa  ada  bagian  urusan  yang  menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada  Kabupaten/Kota.  Urusan  yang  menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dan dapat  dengan  cara  menugasi Desa. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.Penugasan kepada Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunanya, manfaat atau dampak  negatifnya  hanya  dalam  Daerah  Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun  dalam  melaksanakan  Urusan  Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan  hierarkiperaturan  perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidakboleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah.Dalam Pasal 236 ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan dasar hukum yang harus ada dalam setiap dasar hukum mengingat dalam pembentukan Peraturan Daerah, disamping Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaam Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Amanat secata tegas terdapat dalam Pasal 32 ayat (4) tata cara pemberian  kompensasi  oleh pemerintah kabupaten/kota. Perintah/delegasi kewenangan  kepada  pemerintah  kabupaten/kota  yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 merupakan perintah yang mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam rangka tugas di daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat nya baik sebagai regulator maupun sebagai operator.

Tugas sebagai regulator, diatur dengan pasal-pasal sebagai berikut:

1.  
Pasal 4 ayat (3) “menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah”

2.
Pasal 9 ayat (1) “menyusun  dokumen  rencana induk dan studi  kelayakan pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  sejenis sampah  rumah tangga”

Tugas sebagai operator, diatur dengan pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (1) (c) “ turut melakukan pemilahan sampah”

2. Pasal 17 ayat (4) “menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten / kota

3. Pasal 18 ayat (1) (b) “turut melakukan pengumpulan sampah”

4. Pasal 18 ayat (3) “menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pda wilayah permukiman”

5. Pasal 19 ayat (1) “melakukan pengangkutan sampah” yang dijelaskan kembali dalam pasal 19 ayat (2) (b) bahwa “pemerintah kabupaten kota melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3Rke TPA atau TPST ”

6. Pasal 21 ayat (2) (c) “turut mengolah sampah” yang dijelaskan kembali dalam Pasal 21 ayat (4) bahwa “Pemerintah kabupaten/kota  menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa: TPS 3R, stasiun peralihan antara, TPA dan/atau TPST.

7. Pasal 22 ayat (2) “melakukan pemrosesan akhir sampah”

8. Pasal 23 ayat (1) “kewajiban pemerintah kabupaten/kota  menyediakan dan mengoperasikan TPA”

9. Pasal 26 ayat (1) “membentuk kelembagaan pengelola sampah, bermitra dengan badan usaha, dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya” artinya dari pengaturan ini ada perintah secara tidak tegas kepada pemerintah kabupaten kotauntuk mengatur lembaga pengelola sampah sebagai lembaga yang menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sebagai operator pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang disebutkan di atas.

10. Pasal ini juga memerintahkan secara tidak tegas untuk mengatur kemitraan dengan badan usaha dan kerjasama dengan kabupaten/kota lain.

11. Pasal 29 ayat (1) “memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan”. Artinya pasal ini memerintahkan secara tidak tegas dan memayungi pemerintah kabupaten kota untuk mengatur pemungutan retribusi, namun untuk tata cara perhitungan tarif retribusi menurut Pasal 29 ayat (4) merupakan kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

12. Pasal 34 ayat (1) ”menyediakan  sistem  informasi  mengenai  pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga”, artinya pemerintah kabupaten/kota diperintahkan untuk mengatur sistem informasi kepada masyarakat agar masyarakat mendapat  informasi yang tepat, akurat dan mudah di akses.

G. Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Persampahan  dalam Penanganan  Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan,  Peraturan Menteri PU No 3 Tahun 2013 memerintahkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun  dan  menetapkan  Rencana Induk, Studi kelayakan dan  perencanaan teknis dan manajemen persampahan, sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2).

Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013 juga mengatur lebih teknis tugas pemerintah kabupaten/kota dalam menyediakan prasana dan sarana pengelolaan sampah.Peraturan Menteri ini membagi batas dan wilayah dimana pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan prasarana dan sarana persampahan.Penyediaan prasarana dan sarana pemilahan, pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah selain dilakukan oleh Pemerintah daerah juga dilakukan oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.Penyediaan prasarana dan sarana pengangkutan, pemrosesan  akhir sampah dan TPA dilakukan  oleh pemerintah  kabupaten/kota  namun  dapat bermitra dengan badan usaha dan/atau swasta.

Dari penjelasan di atas, hasil harmonisasi secara vertikal materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, adalah sebagai berikut:

1.  
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;

2.  
Hak dan Kewajiban;

3.  
Perizinan:

4.  
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

5.  
Pembiayaan dan Kompensasi;

6.  
Peran Masyarakat;

7.  
Lembaga Pengelola;

8.  
Kerjasama dan Kemitraan;

9.  
Retribusi;

10.
Pengawasan;

11. Sistem Informasi;

12. Larangan;

13. Sanksi Administratif

Materi muatan sebagaimana disebutkan di atas tersebut tidak membatasi apabila memang dari hasil penelitian atau pengkajian kondisi daerah atau hasil penelitian hukum dalam Naskah Akademik menyimpulkan perlunya menambahkan  materi muatan  yang akan diatur sebagai solusi terhadap suatu masalah dan menampung  kebutuhan pengaturan masyarakat daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.


BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (rechtsidee) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau  termanifestasi  dalam  peraturan  perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (derivaat) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.(Bagir Manan,1992, Jakarta, hlm. 17).

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila.Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (preambule) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Artinya, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk  mempertimbangkan  pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan  UUD 1945.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan bernegara yakni menyejahterakan rakyat, maka negara wajib untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat diantaranya dengan menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian sampah yang menitik beratkan pada daur ulang serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi kepada Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang dan memperoleh pelayanan dalam pengelolaan sampah.

Negara Indonesia yang dapat diklasifikasi sebagai negara kesejahteraan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV dari pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai berikut: “...... negara  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”

Dalam alinea tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia didirikan dengan tujuan “untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rumusan ini mengandung suatu penugasan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat, yang berarti pula bahwa negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dan   pengendalian   sampah   serta   mengenakan   pungutan dalam bentuk retribusi

B. Landasar Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah (Bagir Manan, 1992, Jakarta, hlm. 17).

Suatu  Peraturan  Daerah  dikatakan  mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran Sociological Jurisprudence, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrich dengan gigihnya  mensosialisasikan  konsep  living law  yang merupakan kunci teorinya (Ni’matul Huda, Yogyakarta, 2005, hlm. 29).

Melalui konsep living law, Ehrich menyatakan bahwa hukum  positif  yang  baik  (dan karenanya efektif)  adalah hukum yang sesuai dengan living law yang merupakan ”inner order” daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya (Surojo Wignjodipuro,Jakarta, 1982, hlm.87). Pesan Ehrich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat  (Mochtar  Kusumaatmadja, Bandung, 1986, hlm.5). Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak  negara  dan  mulai  tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Apabila ditinjau dari segi yuridis, hukum tidak semata- mata dilihat dari sudut dogmatis saja, tanpa melihat hukum itu dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat (ajaran hukum murni dari Hans Kelsen), tapi juga harus melihat hukum sebagai  suatu gejala sosial. Permasalahan pengelolaan sampah merupakan dampak sosial dari masyarakat, yang tumbuh dan berkembang (secara historis) sesuai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Dalam hal ini, hukumpun berkembang dengan memperhatikan aspek sosiologis sebagai gejala sosial, dan bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari norma-norma yang tersusun secara sistematis, tetapi juga sekaligus hukum itu mempunyai berbagai aspek.Oleh karenanya hukum yang hendak mengatur mengenai retribusi sampah hendaknya memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya dalam masyarakat.

Landasan sosiologis dalam Naskah Akademik ini, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, yang dalam hal ini adalah retribusi sampah sebagi sarana pembiayaan pelayanan sampah pada masyarakat, dan negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Secara sosiologis, sampah merupakan masalah besar bagi masyarakat tetapi sampah juga dapat menghasilkan omset apabila dpat dimanfaatkan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan sumberdaya manusia, infrastruktur dan teknologi. Pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat di berbagai wilayah Indonesia akandiikuti dengan bertambahnya jumlah sampah dipengaruhi peningkatan industri, teknologi dan pasar yang cukup massif dan agresif. Keberadaan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam hal kebutuhan infrastruktur pemanfaatan teknologi sudah sepatutnya untuk mengarahkan kebijakannya untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum.Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat.Keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat, keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis.Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan mengalami banyak kendala. Hukum yang dibuat harus dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunanrancangan Peraturan  Daerah  harus  sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi terus meningkat dan mendorong fungsi jasa telekomunikasi berubah menjadi sarana untuk mendapatkan informasi dan kebutuhan hidup. Bentuk-bentuk informasi yang ingin diperoleh semakin  hari  semakin  meningkat disetiap sektor kehidupan. Peraihan proses ini telah membedakan nilai tambah yang begitu besar bagi perusahaan jasa telekomunikasi dan informasi, sektor pengguna dan lapisan masyarakat dalam peningkatan kualitas efisiensi dan keuntungan yang semakin besar, sehingga pergeseran nilai-nilai budaya, bisnis dan sektor lain akan terasa dengan datangnya masyarakat informasi ini.

C. Landasan Yuridis

Negara Indonesia adalah negara hukum.dengan demikian negara Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan pembangunan.Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya.

Seperti telah dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum (Recht Staat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (MachtStaat), yang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif(Arif Hidayat,PSP UGM, 2012, Yogyakarta, hlm. 59). 

Dengan demikian maka penggarisan Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu  persoalan  yang  menyangkut  urusan  baik  antara warga negara dengan warga negara, maupun antara warga negara dengan negara/pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan  semua  warga  negara  dengan  terkecuali,  baik  warga negara dalam status rakyat maupun dalam status pejabat pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum.

Pada hakikatnya, hukum mengatur hubungan antarmanusia karena hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat.Hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.Idealnya, hukum dan masyarakat seharusnya berjalan seiring karena hukum senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat.Hukum mengintegrasikan kepentingan- kepentingan yang ada dalam masyarakat terutama untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Interaksi sosial setiap  orang  dalam  kehidupan  bermasyarakat perlu diatur agar tertib dan disitulah hukum berfungsi(Marhaeni Ria Siombo. 2010, Jakarta, hlm. 23).

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum pada asasnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan.Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum.Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.

Guna menjamin kepastian hukum dan/atau rasa keadilan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan di Kabupaten Kebumen mengenai pengelolaan sampah maka perlu dibentuk Perubahan Peraturan Daerah yang baru sebagai payung hukum dalam Pengelolaan Sampah.

Berkenaan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah secara hierarkis pertama-tama harus memperhatikan kerangka berpikir tujuan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut yang dapat dilekatkan dengan tujuan umum dalam UUD 1945. Di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai berikut:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga sampai saat ini orang bertumpu pada kata “segenap bangsa” sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu, kata “melindungi” mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali(Az. Nasution, Jakarta, 2002, hlm. 31). Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum(M. Arief Amarullah, Malang,2007, hlm. 2)

Turut campurnya negara, karena Indonesia mengklaim sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pengklaiman sebagai negara hukum apabila dicermati dan ditelusuri dari substansi Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menandakan, bahwa model negara yang dianut Indonesia dalam ilmu hukum dikenal sebagai negara hukum dalam arti materiil atau diistilahkan dengan Negara kesejahteraan (welfare state) atau negara kemakmuran(Krisna Harahap,Bandung, 2007, hlm. 19)

Atas dasar itu, peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya, secara umum berdasarkan alinea keempat pembukaan UUDNRI Tahun1945, yang berbunyi: “... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia …” harus dimaknai, bahwa pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perihal pemerintah daerah ini secara konstitusional kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, sedangkan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah dijelaskan di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjebaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan otonomi di dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan yang akan dicantumkan berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas tentu tidak dapat serta merta dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentangPengelolaan Sampah. Peraturan Daerah tetap harus tetap memperhatikan budaya, norma, dan kearifan lokal. Sehingga materi muatan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Sampah tetap berisi materi  muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Landasan yuridis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi   permasalahan   hukum   atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih,  jenis  peraturan  yang  lebih  rendah  dari  Undang- Undang  sehingga  daya  berlakunya  lemah,  peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah setidaknya memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah.Selain itu dasar hukum juga memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Sampah digunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang;

3. 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah;

4. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. 
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga

8.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Noomor 16 Tahun2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga danSampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.


BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP 

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
A.
Jangkauan

Kondisi empirik di Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa perkembangan sampah yang terus bertambah melalui produksi sampah masyarakat merupakan sesuatu yang harus disikapi dengan mendapatkan perhatian secara serius. Dalam rangka mempercepat kinerja kebijakan dan program-program pengembangan  perlindungan  lingkungan hidup, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen merancang kebijakan pengembangan upaya pengendalian sampah yang teraah melalui sistem daur ulang. Kebijakan tersebut nantinya akan menjadi upaya sinergi dengan pihak yang terkait guna mempercepat kebijakan dan program yang telah ada. Kebijakan ini dengan demikian tidak menafikan kebijakan dan program yang telah ada, dan yang didesain berbeda dari yang telah ada di masa yang akan datang.

Muatan peraturan daerah tentang perubaha Perda Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah perlu diganti sehingga selaras dengan arah tujuan pembangunan kesehatan dan lingkungan hidup  nasional untuk meningkatkan derajat kemudahan mendapakat kesehatan dan lingkungan.Kebijakan ini juga lahir dari keyakinan bahwa pengembangan sarana dan sisten pengelolaan sampah juga merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah yang memerlukan keterpaduan di antara lembaga pemerintah, masyarakat pengolah sampah dan partisipasi masyarakat.Oleh karena, dalam raperda ini juga mencakup tanggung jawab dan hak para pihak guna meningkatkan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kebumen. Dengan dimuatnya berbagai kebijakan dan program, tanggung jawab dan hak pemerintah, pengelola, masyarakat dan pemangku kepentingan maka diharapkan agar pengembangan pengembangan pengelolaan sampah yang menitik beratkan pada daur ulang sampah dapat berjalan lebih optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, dengan dimuatnya hal-hal di atas dalam Perda maka pengaturan pengelolaan sampah melalui instrumen daur ulang sampah dan bank sampah telah mempunyai dasar hukum yang kuat.

B.
Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Sesuai dengan kondisi yang ada serta Peraturan Pemerintah   Nomor   81   Tahun   2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga, Pengelolaan sampah diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, masyarakat, serta tercapainya derajat kesehatan masyarakat dengan mengurangi laju. Penyusunan Raperda ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi akademik (historis, filosofis, konseptual, sosiologis, politik dan yuridis) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kebumen.

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan di Daerah. Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.
meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di Daerah;

b.
memanfaatkan sampah sebagai sumber daya;

c.
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Daerah; dan

d.
meningkatkan pendapatan asli daerah.

C.
Materi Muatan 
Ruang lingkup/materi muatam yang akan diatur dalam perda ini adalah:
a.
kebijakan, strategi, dan perencanaan pengelolaan sampah;

b.
tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;

c.
perizinan;

d.
penyelenggaraan pengelolaan sampah;

e.
pengelolaan sampah spesifik;

f.
perbuatan yang dilarang;

g.
lembaga pengelola;

h.
pembiayaan dan kompensasi;

i.
kerjasama dan kemitraan;

j.
insentif;

k.
sistem informasi;

l.
retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

m.
peran masyarakat;

n.
pembinaan dan pengawasan;

o.
penyelesaian sengketa; 

p.
sanksi administratif; dan

q.
ketentuan pidana.


BAB VI

PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis data, dapat disimpulkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1.
Berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kebumen dalam pengelolaan sampah antara lain: luasnya wilayah, banyaknya jumlah timbulan sampah yang ada, kurang memadainya prasarana dan sarana pengelolaan sampah, kurangnya SDM yang ahli dalam pengelolaan sampah, dan kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, sehingga belum bisa dilakukan pengelolaan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.
Perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

3.
Perlu dirumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

4.
Perlu dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

B. Saran

Dengan tersusunnya Naskah Akademik ini, maka direkomendaskan sebagai berikut:

1. Perlu segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Sampah.

2. Setelah terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, agar segera ditindak lanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut terhadap pengaturan secara praktis dan teknis.
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